
HASIL KEPUTUSAN 

IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV 

Tentang 

RUU JAMINAN PRODUK HALAL 

Masalah Jaminan Produk Halal saat ini pada dasarnya telah 

diatur oleh berbagai peraturan antara lain: (1) UU. No. 7 tahun 

1996 tentang Pangan; (2)  UU No. 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen; (3) Peraturan Pemerintah N0. 69 

tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, (4) Keputusan 

Menteri Kesehatan RI No.: 82/Menkes/SK/I/1996 Tentang 

Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan yang 

direvisi dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No.:924/Menkes/SK/VIII/1996; (5) dan beberapa peraturan lain 

yang dikeluarkan oleh departemen Pertanian. Namun,  

peraturan-peraturan yang ada masih bersifat parsial, dan banyak 

hal yang belum tercover dengan peraturan-peraturan tersebut 

diantaranya: (1) peraturan lebih banyak mengatur hanya 

produk-produk dengan kemasan berlabel, sedangkan produk-

produk selain itu, seperti produk rumah makan dan produk siap 

saji lainnya, belum tercover dalam peraturan yang ada; (2) 

masalah berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah yang 

berhubungan dengan produk halal tidak jelas dan tidak spesifik; 

(3) masalah sanski belum komprehensif dan susah diterapkan 

karena pembuktian terkait dengan pelanggarannya sulit 

dilakukan; (4) dan lain sebagainya. 

Berangkat dari hal tersebut di atas pada dasarnya Ijtima Ulama 

Komisi Fatwa MUI IV menilai bahwa kehadiran UU Jaminan 

Produk Halal adalah suatu kebutuhan untuk mengatasi berbagai 

problem di atas. 

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI IV mencermati pembahasan 

tentang RUU tentang Jaminan Produk Halal (JPH) saat ini 

merupakan inisiatif DPR. Secara Umum Ijtima Ulama  menilai 



bahwa RUU JPH ini masih belum sejalan dengan kondisi yang 

sudah ada selama ini (exixting) khusunya pada hal-hal yang 

telah berjalan dengan baik, memberikan manfaat kepada pelaku 

usaha dan masyarakat luas. Dalam RUU ini MUI hanya diberi 

peran untuk memberikan fatwa halal serta beberapa peran 

elementer lain yang kurang strategis. Selain itu, DPR melalui 

RUU ini menginginkan agar dibentuk suatu badan bernama 

Badan Nasional Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(BPNP2H) yang secara khusus menjalankan kegiatan jaminan 

produk halal di Indonesia. 

Di pihak lain, Draft RUU sandingan yang dibuat oleh 

Pemerintah sangat bertentangan dengan kondisi yang sudah 

tercipta dengan baik yang sudah ada saat ini. RUU sandingan 

Pemerintah juga berseberangan dengan RUU JPH inisiatif DPR. 

MUI hanya diberi peran sebagai peserta “Sidang Itsbat” yang 

bertugas menetapkan fatwa halal maupun fatwa terhadap bahan 

yang belum jelas status kehalalannya. Selain itu, Pemerintah 

dalam draf yang dibuatnya, menghendaki agar jaminan produk 

halal ditandatangani oleh Kementerian Agama tanpa 

membentuk suatu lembaga baru.  

Kedua draft, yaitu RUU JPH DPR dan Draft RUU JPH 

sandingan Pemerintah terkesan berusaha meniadakan peran 

MUI (a historis) dalam kegiatan pemberian jaminan produk 

halal. Kedua lembaga seakan akan melupakan sejarah jaminan 

produk halal di Indonesia. Merebaknya isu lemak babi yang 

sangat meresahkan masyarakat pada tahun 1988 berkembang 

sangat cepat dan massif, sehingga jika dibiarkan berlarut-larut 

dapat menggangu perekonomian nasional. Terdorong oleh 

tanggungjawab keulamaan dan kegamaan, maka pada tanggal 6 

Januari 1989, MUI mendirikan lembaga bernama Lembaga 

pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) 

berdasarkan Surat keputusan MUI No. Kep. 018/MUI/I/1989. 

LPPOM MUI didirikan untuk melindungi dan meningkatkan 

ketenteraman batin umat dalam mengkonsumsi produk baik 



pangan, obat-obatan, dan kosmetika. MUI dalam penjaminan 

produk halal telah berpengalaman selama 23 tahun lebih, 

berhasil menghindari adanya perbedaan (perselisihan) paham 

tentang kehalalan suatu produk. 

Untuk menghindari adanya persoalan perbedaan paham tentang 

kehalalan suatu produk, maka lembaga sertifikasi dan auditor 

halal hanya didirikan oleh MUI. Namun demikian, personil 

auditor halal dapat direkomendasikan oleh instansi publik 

maupun lembaga kemasyarakatan yang kemudian akan dididik 

dan bekerja atas nama MUI.  

Wacana sertifikasi halal yang akan ditangani oleh Pemerintah 

sangat tidak tepat. Indonesia sebagai Negara demokrasi 

semestinya meyerahkan urusan kehalalan suatu produk pada 

lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi, kewenangan, 

dan otoritas yang telah diakui oleh umat Islam Indonesia 

maupun dunia interasional yaitu MUI. Bila penanganan produk 

halal ditangani oleh lembaga selain MUI, maka perlu 

diwaspadai adanya kemungkinan perbedaan paham, 

interpretasi, dan khilafiyah tentang status kehalalan suatu 

produk sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan 

persengketaan pendapat. 

Selanjutnya berkaitan dengan upaya penyempurnaan materi 

RUU JPH agar sesuai dengan kebutuhan umat Islam dan 

masyarakat luas, serta tidak memutus mata rantai sejarah yang 

sudah tertulis dengan tinta emas tentang peranan potitif MUI di 

dalam pemberian jaminan produk halal selama ini, maka Ijtima 

Ulama berpendapat sebagai berikut: 

1. Penyelenggaraan jaminan produk halal di seluruh Negara di 

dunia dilakukan oleh Lembaga Keagamaan Islam, kecuali 

Malaysia dan Brunei Darussalam yang dilakukan oleh 

Pemerintah sebagai Negara Islam, dimana Raja memiliki 

kewenangan dalam menetapkan masalah keagamaan. 

Indonesia, sebagai Negara demokrasi, sudah selayaknya 



memberikan mandat kepada lembaga keulamaan dalam 

penjaminan produk halal. 

2. MUI melakukan sertifikasi halal selama ini sebagai 

pelaksanaan mandat Pemerintah dan Negara ke MUI 

sebagaimana tertuang dalam:  

a. Piagam Kerjasama Departemen Agama RI, 

Departemen Kesehatan RI, dan Majelis Ulama 

Indonesia Tahun 1996; 

b. KMA Nomor 518 Tahun 2001; dan 

c. KMA Nomor 519 Tahun 2001. 

Upaya memindahkan kewenangan sertifikasi halal di 

Indonesia dari MUI sebagai lembaga keulamaan ke 

lembaga pemerintah merupakan bentuk pengambilalihan 

dengan mengatasnamakan konstitusi. Langkah ini 

dipandang sebagai upaya yang melupakan peran MUI (a 

historis) dalam melakukan penjaminan produk halal selama 

23 tahun lebih di Indonesia. 

3. Pelayanan jaminan produk halal yang selama ini dilakukan 

MUI telah memiliki sistem yang baik dan mantap, sehingga 

pelayanan sertifikasi halal dapat dilakukan dengan 

menggunakan asas efisiensi, yaitu waktunya singkat dan 

biaya murah. Apabila dibandingkan dengan berbagai 

lembaga sertifikasi halal luar negeri, maka pelayanan 

sertifikasi halal di Indonesia paling efisien baik dari segi 

waktu maupun biayanya.  

4. Ijtima’ Ulama Majelis Ulama Indonesia IV menyerukan 

Pemerintah dan semua pihak, agar lebih proporsional dalam 

melihat sertifikasi halal di Indonesia yaitu dengan 

melakukan identifikasi dan pembagian peran, tugas dan 

kewenangan antara Pemerintah dan MUI yaitu:  

a. Peran MUI: MUI berperan dalam (1) Penetapan 

Standar halal, (2) Pemeriksaan (audit) Produk halal, 

(3) Penetapan kehalalan suatu produk melalui sidang 

komisi fatwa MUI, (4) Penerbitan Sertifikasi halal 

sebagai bentuk fatwa tertulis MUI terkait dengan 



produk halal, (5) Pendidikan dan pelatihan auditor 

halal. Kesemua hal tersebut merupakan satu 

kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan dalam 

rangkaian proses sertifikasi halal.  

b. Peran Pemerintah. Pemerintah berperan dalam 

RUU JPH, yaitu berkaitan dengan pengaturan 

formal (regulasi) di antaranya: (1) pengaturan label 

halal pada kemasan produk halal; (2) pengawasan 

produk yang beredar baik produk halal yang berlabel 

pada kemasan, maupun produk halal yang tidak 

berlabel/berkemasan seperti produk-produk 

restoran, hotel, dan produk-produk siap saji lainnya; 

(3) pengawasan produsen produk halal; (4) 

pembinaan, sosialisasi, komunikasi dan penyadaran 

kepada masyarakat dan pelaku usaha; (5) 

pengawasan/penyediaan sarana dan pra sarana fisik 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan 

produk halal; (6) penyelenggaraan kerjasama 

dengan Negara lain di bidang perdagangan produk 

halal; (7) penindakan terhadap berbagai fihak yang 

melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan 

jaminan produk halal; dan (8) memberikan subsidi 

dan/atau pembebasan biaya sertifikasi halal pada 

kelompok usaha mikro dan kecil melalui APBN / 

APBD. 

5. Pengorganisasian jaminan produk halal dalam RUU JPH 

seharusnya menguatkan kelembagaan yang telah berjalan 

saat ini yaitu adanya unsur Pemerintah dan MUI dengan 

pembagian peran tertentu. Masing-masing peran telah 

dijalankan dengan cukup baik saat ini sehingga tinggal 

memberikan penguatan pada hal-hal yang belum tercover. 

Posisi MUI tetap berada di luar Pemerintah, sebagaimana 

yang selama ini dijalankan dalam pengambilan keputusan 

atas kehalalan suatu produk (halal, haram, atau 



syubhat/meragukan). Selain itu, MUI harus menempati 

posisi kunci dalam proses sertifikasi halal. 

6. Lembaga yang berwewenang dan mempunyai otoritas 

dalam memeriksa kehalalan produk dan penetapan fatwa 

produk halal adalah MUI. Adanya lembaga lain di luar MUI 

akan menimbulkan masalah kegamaan dan kontroversi 

antar lembaga kegamaan. Hal ini sangat rentan konflik 

antar kelompok, khususnya dalam hal karena adanya 

kemungkinan perbedaan paham keagamaan dalam intern 

umat Islam, serta menimbulkan ketidakpastian dalam 

kriteria produk halal yang meresahkan masyarakat. Dengan 

demikian antara pemeriksaan produk halal dan penetapan 

fatwanya merupakan suatu kesatuan yang tidak 

terpisahkan. Keduanya  harus ditangani sebagai satu 

kesatuan dan oleh lembaga yang memiliki otoritas dan 

kredibilitas dalam bidang keagamaan. Auditor Halal dalam 

pandangan Ijitima Ulama adalah wakil dan saksi bagi para 

Ulama dalam hal ini adalah komisi Fatwa MUI, yang akan 

menetapkan fatwa produk halal. 

7. Pemerintah hendaknya tidak memaksakan kehendak 

dengan mengatasnamakan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 

25 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 

Negara, sehingga menyimpulkan bahwa penyelenggaraan 

jaminan produk halal merupakan salah satu tugas Menteri 

Agama. Dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, 

Pemerintah dapat memberikan mandat kepada MUI untuk 

melaksanakan sebagian urusan sertifikasi halal khususnya 

berkaitan dengan syar’iyah yang merupakan kewenangan 

dan kompetensi MUI sebagai lembaga keualamaan. 

8. Umat Islam dan masyarakat Indonesia, hendaknya dapat 

mengambil peran dalam mendukung Majelis Ulama 

Indonesia sebagai lembaga sertifikasi halal yang meliputi 

penetapan standar halal, pemeriksaan proses produk halal, 

penetapan fatwa, dan penerbitan sertifikat halal. Untuk itu, 

umat Islam perlu menyampaikan aspirasi kepada 



Pemerintah dan DPR RI yang pada saat ini sedang 

membahas RUU Jaminan Produk Halal. 

9. Pemerintah dan DPR dalam melakukan pembahasan RUU 

JPH hendaknya menggunakan pendekatan yang lebih 

komprehensif dengan memberi ruang kepada publik untuk 

menyampaikan aspirasinya, baik produsen maupun 

konsumen, sehingga pengambilan keputusan akan lebih 

komprehensif dan berpijak pada realitas yang telah berjalan 

selama ini. Selanjutnya, perlu diberikan kesempatan yang 

luas kepada MUI untuk memberikan penjelasan secara 

mendalam dan menyeluruh dalam setiap tahap pembahasan 

RUU JPH. 

10. Pembiayaan penjaminan produk halal dilakukan secara 

simultan, baik melalui APBN /APBD maupun swadaya 

masyarakat dengan ketentuan: (1) pembiayaan penjaminan 

produk halal melalui APBN / APBD digunakan untuk 

menjalankan peran yang akan dilakukan oleh Pemerintah, 

termasuk pengalokasian pembiayaan sertifikasi halal pada 

pengusaha mikro dan industri rumahan; dan (2) 

pembiayaan penjaminan produk halal diselenggaraakan 

secara mandiri dengan swadaya masyarakat digunakan 

untuk menjalankan peran MUI dalam jaminan produk halal. 
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